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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANAE 1.
NOMOR 12 TAHUN 2005 . i«
TENTANG =T. Bt

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI | | {11

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA b : |

B

BUPATI BOMBANA, coe
bahwa pemanfaatan rekayasa teknologi, ﬂmu pengetat]uan dan’ rekayasa
konstruksi dalam bentuk bangunan atau bentuk’ Iamnya yang memanfaatkan -
ruang dan bersifat tetap harus_sesuai dengan penataanya keselamatan bagi
yang menempati bangunan dan keserasnan serta pelestcman Iingkungan hidup
sekitarnya; ‘ K
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. bahwa dengan ditetapkannnya Peraturan Pemenntah Repuhl'k lndones:a Nomor

66 Tshun 2001 tentang Refribusi Daerah, maka i /daerah' diberi kewenangan
untuk melaksanakan pembinaan dan pemberian Izin Usahé'J Jasa Konstruksi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud‘ dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retnbus: (zin Usaha Jasa
Konstrukst . _ _;;f i j::" '
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1881 tentang Hukum Acara Pldana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 |Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 3209); - ' '*: | ||
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia ‘Tahun 19299 Nomor 54 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3833); ' . 5 .
Undang-Undang . Nemor 34 Tahun 2000 . tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

" Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor.: 246 :Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesia Nomor 4048); - ‘.. | 1 :

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupalen ,
Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten ; Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik lndonema Tahun 2003 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4399); o

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan Lernbaran Negara Repubhk lndones lﬂ Telnhun 2004 Nomor
§3);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004° tentang F’emenntahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambaha Lem_baran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437); HEE
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Repub_hk Indonasfa | Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun ' 1983. tentang Pelaksanaan
Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republlk Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, sTamhahan Lembaran Negara Republlk Indonesia

Nomor 3258); . SHHIE

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tenlang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun 2000 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3956), :
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10, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Fenyelenggaraan
Pembinaan Jasa - Konstruksi . (Lembaran Negara | Republlk : Indonesia
;sg%n 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republ:k lnclonesm Nemor
; B

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentung Retnbusu Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun: 2001 Ncmor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesla Nomor 4039) l Pt

Dengan Persetujuan Bersama i i , :Ei.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
dan ' e z : 1 :

 BUPATI BOMBANA BT !; :

. o . ' [

MEMUTUSKAN : ?=:5
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI N | ,USAHA JASA
KONSTRUKSI - T
BAB 1 =’
KETENTUAN UMUM SR N R
Pésal1 - - ll I,

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan o ' -‘_:' " _

Daerah adalah Kabupaten Bombana; - P : __
Pemerintah Daerah adalah Pemenntah Kabupaten Bombana N :_ it
Kepala Daerah adalah Bupati Bombana; ' i .
Pejabat adalah Pegawal yang diberi tugas tertentu dlbidang Retnbum Daerah sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; S l ,_- | :

Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bombana.; ; | )

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bombana ; : | | :

Jasa Konstruksi adalah usaha yang bergerak dalam kegiatan jasa konsultasi bIdang konstruksi
“dan bidang kegiatan pelaksanaan konstruksi (kontraktor) ;

izin Usaha Jasa Konstruksi adalah surat izin yang diberikan kepada badan usaha jasa konsultas:

konstruksi dan jasa pelaksanaan konstruksi untuk melakukan kegiatannya ; I |

I. Retribusi Izin Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi dan Pelaksanaan Konstruks yang selanjutnya
disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh kepala Dmas epada perusahaan
jasa konsultasi dan jasa pelaksana konstruksi {(kontraktor) ; EESER N 21

j- Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi; = || /i1 -

k. Masa Retribusi adalah suatu jangka wakfu tertentu yang merupakan batas. waktu bag: Retribusi
untuk pemanfaatan jasa dan perizinan tertentu diberikan pemertintah Daerah yang ‘bersangkutan ;

I. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian hndakan yang dilakukan oleh
penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyldlki untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang otentik dan dengan-bukti itu membuat ketenangan T'ndak Pidana
dibidang Retribusi yang terjadi serta dapat menentukan tersangkanya; g '_ ! '-

m. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanannya yang menghas:lkan

barang sebagai fasilitas atas pemanfaatannya dapat dinikmati oleh orang pnbadu atau badan.
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NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUS!

~ Pasal -2 .
Dengan nama Retnbusl Izin Usaha Jasa Konstruksu dtpungut Retribusz
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Pasal 3 2 R SR
(1) Obyek Retribusi adalah Jasa Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konslruksl atau pelayanan
registrasi izin Usaha Jasa Konstruksi. - | | : i v
(2) Pelayanan registrasi Izin Usaha Jasa Konstruksi sebaglamana dlmaksud palda ayal (1) dikenakan
retribusi pada Badan Usaha/Usaha Perorangan yang berasal dan Iuar Daerah saat: mengikuti
prakualifikasi. . . iy M :

Pasalj4 *!. ;
Subyek Retribusi adalah badan usaha atau orang pnbadl yang memperoleh pelayanan penznnan
T !
BABI SR IEi.'.
" PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI . b : _
Pasal§ ._-.'.-_3:-;;: f :
(1) Setiap perusahaan yang melakukan keglatan usaha ]asa konstruksi Wajlb mermllkt |zm usaha jasa
_konstruksi. I
(2) 1zin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) terchn darl i
~a. Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi adalah jasa yang berhubungan ;dengan perencanaan
- umum, perencanaan tekhnis dan manajemen pelaksanaan pembangunaniprasarana dan /
atau sarana fisik yang dalam pelaksanaan, penggunaan dan pemanfaatannya menyangkut
kepentingan/keselamatan masyarakat, ketertiban pembangunan dan Imgkungan
 Jenis jasa dimaksud meliputi ; _ AT =;, :
- Perencanaan umum _ : } gt
- Studi kelayakan : BRI N
- Survey , :
- Perencanaan tekhnis : S e
. - . Manajemen konstruksi S RN
. - Pengawasan pelaksanaan konstruksi - | | ’ - s|i |
b.: Usaha Uasa Pelaksanaan Konstruksi adalah jasa yang berhubunga dengan pelaksanaan
pembangunan prasarana dan atau sarana fisik yang dalam pelaksanaan penggunaan dan
~ pemanfaatannya = menyangkut kepentingan keselamatan ma.,yarakat ketertiban
pembangunan dan lingkungan. BERANEEETE 5 :
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PasalS | SEE IS

éng pelaksanaan
selanjutnya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah |-

1zin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan kewenangan Kepa!a Daerah yL
. i

F

E

Pasal. 7 N At

B i o I B H i : L

(1) Untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruks: {IUJK), Badan Usaha yang bersangkutan terlebih

dahulu mengambal dan mengisi blanko permohonan yang tersed:a untuk dna;ukan kepada Kepala
Dinas. o ._

(2) Izin Usaha Jasa Konstruksi (1UJK}, dlterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domosnh)

perusahaan. o !,
‘
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BABIV
GOLONGAN RETRIBUSI e i

Pasal 8
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Tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan klasifikasi yang dlkeluar

ERE TR

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT. PENGGUNAAN JASA

Pasal.g

Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besamya Tanf Retnbusa dlmaksudkar
biaya penyelenggaraan pemberian izin kegiatan usaha . : Sk

BAB vi

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA

Pasal 10

E‘..
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kan{ oleh : Lembaga
i -
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-5 el

uhtuk menutupi

i
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(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya admmastrasn dan b|aya tekhms berupa
survei lapangan, pengujian kemampuan tenaga tekhnis, pembmaan penyuluhan momtonng,
pengendalian dan pengawasan. _ iy

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF .RETRIBUSI

Pasal 11

Ty
b
SRR
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{1) Struktur tarif digolongan berdasarkan kualifikasi usaha dari masmg masmg jenls USéha '.
(2) Struktur dan besamya Tarif Retribusi sebagalmana dzmaksud pada ayat

berikut :

a. Jasa konsullansi (konsu!tan)

. - Usaha perorangan
- - Kualifikasi K. -
" . Kualifikasi B,
b. Jasa pelaksanaan (konlraktor)
- Perusahaan barwkualifikasi K3

_-_:'__.‘Rp,

(1) adalah sebagai
,_ i

E- H
i !

_';éRp 30000000
U Rp.- 130000000

2. '_(00 000 00
% i
! | .

'

i:l -

U Ro 500,000.00 .

- Kualifikasi K2 U Rp. 750 ooo 00 |
- Kualifikasi K1 . Rp. 1 350 ooo 00’
- - Kualifikasi M2 Rp3 ooo ooo 00,
- Kualifikasi M1 " Rp. a 700 ooo 00;
- Kualifikasi B . Rp: 15 000, 000,00
¢. Retribusi Registrasi Badan Usaha sebagarmana d:maksud pada Pasai X a}/at (2) ada!ah
sebagai benkut ; _ _ 2 i , ;

Kualifikasi K (konsultan)
Kualifikast B (konsultan)
Kualifikasi K2
Kualifikasi K1

Kualifikasi M2
Kualifikasi M1
Kualifikasi B

(4)

- Rp 1. '>oo ooo 00 |

oo

C
L
i

R I B

" Rp. 2000 ooo 00’
- Rp. 120000000
L Rp 1 60000000
. Rp. 3600 000, 00'
- Rp.IC. ooqlooo 00
B Rp'16_odo 000,00

!
.i '
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. BAB VI '
MASA RETRIBI.ISI DAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12
Masa refribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 ttiga) tahun,

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Izin Usaha Jasa honstruksr (IUJK),

setelah melalui tahapan yang telah ditentukan dengan Surat Ketetapan Retnbu si
I

BABIX
WILAYAH PEMUNGUTAN ' -

Pasal 14 !

E
| , E P
Retribusi terutang, dipungut diwilayah daerah tempat Iayanan 1zin Usaha Jasa I(onstruka f
it :
. . AR

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. -

() <
@

BAB XI S

TATA CARA PEMBAYARAN I

. Pasal 16 _ i

Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) tahun.;

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi dxtetapkan
Kepala Daerah. _ e

(1)
()

i
 BABXI
TATACARAPENAGIHAN = .|’

Pasal 17 RS N

(1)
(@)

retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan IUJK

sejenis, wajib retribusi harus melunasi refribusi yang terutang. Pl |

Daerah (SKRD).
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Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lamnya yang dlpergunakan

u .
r '

ngan Keputusan

|
|
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i
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P
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Surat teguran/peningatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tmdakan pi,ltikéénaan benaglhan
o ;
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran_lpenngatanfsurat fain yang

I .
! :

(3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagalmana dumaksud!pada;— ayat (1)
dikeluarkan oleh Kepaia Dinas. R i- :
BAB Xl .
SANKS| ADMINISTRASI ' 5-;
Pasal 18 L

Dalam hal wajib retribusi tldak membayar/melunasi pada wakitu yang telah d:tentuka

n d:kenakan

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari b=samya retribusi

yang terutang dan dltaglh dengan menggunakan Surat Tagihan Retnbu5| Daemh
. BABXIV | i

PETUGAS SURVEY DAN PENGUJIAN KEMAMPUAN TENAGA TE

_ Pasal 19 a

|-

l!
i
IIINIS
P
i
il

(STRD)

H

Petugas yang melaksankan survey pemenksaan Kebenaran Surat Permohopéﬁ Izin (SPI) dan
penguijian akan kemampuan tenaga tekhnis untuk pengesahan Nomor Kartu Te__nga Tekhms (NKTT)

dilakukan oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan Kepala Dinas.
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BABXV . D
PENYIDIKAN SR !
Pasal 20 B

1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dillngkungan Pemerintah Daerah dlben wewenang khusus

sebagai penyidik untuk melalukan penyelidikan tindak pldana dubldang| fetribusi daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 8 Tahun 1984ltentang Hukum Acara
Pidana. e

Lt Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: ! - : | |

()

(1)

(2

)

Hal-hal yang belum daatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenal pel.alcsan
diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. . L ! i

Menerima, mencari, mengumpulkan dan mencari keterangan atau laporan berkenan dengan
tindak pldana dubldang retribusi daerah agar keterangan atau Iaporan tersebut menjadi -

© lengkap dan jelas ; ’|

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pnbadl atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dllakukan sehubungan dengan tmdak pldana retribusi
daerah ; SR

c. Memmta keterangan dan barang bukti dan orang pribadi’ atau badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang retribusi daerah ; f i

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen—dokumen Ia:n b= enan dengan ttndak
pidana dibidang retribusi ; B s

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang buktl ;::e.-ml:mlv{uan,E pencatatan dan
dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang Lukti fersebut ;

f. Meminta bantuan tenaga kerja ahli dalam rangka pe!aksanaan tugas penyndlkan tindak
pidana dibidang retribusi daerah ; . IR R

9. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang menmggalkan ruangan atau terﬁpat pada saat

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang
dibawa sebagaimana dimaksud pada hunuf e ; peo b

h. Memotret seseorang dan barang bukti yang berkaitan dengan t}ndakipldana retribusi
daerah; :

i. Memanggil orang untuk dtdengar keterangannya dan dlpenksa S‘Tbaga'. tgrsangka atau

. saksi; P RIS T IS A

j- Mengenttkan penyidikan ; ) SRR i '

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidlkan tlndak pidana dibidang
retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ! |

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentahukan diml.laldya penyldlkan dan

‘menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang

dlatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tenlang Hukum Acara IF'ldalu?a
. S SRR B IR A
. BAB XVI i
KETENTUAN PIDANA g _';;'f o
Pasal 24 ] :
R i i

Waijib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaamana dimaksud pada Pasal 5 ayat
(1), Pasal 11, Pasal 18 dan Pasal 16 ayat (1) diancam pidana kurungan pallng Iama 3 (tiga)
bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi temtang ! 5 :

Pemungut Retribusi yang menyalahgunakan wewenangnya atau manipulaSI data tagihan
serta menggelapkan dana hasil pungutan sehingga meruglkan keuangan daerah akan
dikenakan sanks! pidana sesual dengan undang - undang yang berlak: ul §
deak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran ;

BAB xVu
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

nnya akan

e ﬁl A

[E -




Pasal. 23
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- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Keputusan Penjabai Bupfa:t' Borfnbane; Nomor 62
Tahun 2004 tentang Pemberakuan Sementara: Peraturan Daerahi Kabupaten Buton khusus

mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Buton 031__Tahur| 2

Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perai_uran Daerah ini mulai bertaku pada tanggal-diuhdangkan.

003 tentang. Retribusl 1zin Usaha Jasa

- i
P
!
! 1
|

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memérin_tahkan pengurjdahga{n Pefal ran Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana. |

pada tanggal, - ||
. dgj.,aumrl;qonﬂwa’,é
. H | 'E !i

Diundangkan d;
pada tanggal,

umbia

SEKRETARIS

Dl_'s. H. IDRUS BEFFENDY KUBE

. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
"TAHUN 2005 NOMOR

(7).

Ditetapkan di :R u nii_b i.j_a
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